SINDO

| Jan |Q=,e-t;] Mar | Apr | Mei [ Jun | Jul | Agust | Sept] Okt‘ Nov | Des |

P e
[1Tz2]3[a]s]e[7[s[9] 10 [13712 [13 [ 16 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 [(20)[ 21 [ 22 [ 23 [ 24 [ 25 [ 26 | 27 | 28 | 20 [ 30 | 31 |
N

Ahok Andalkan Sumbangan Swasta

Enggan Pakai APBD Karena Selalu Berbenturan Dengan DPRD

JAKARTA —Gubernur DKl Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) mengandalkan
sumbangan pihak swasta dalam
melanjutkan pembangunan Ibu Kota karena
saatini APBD 2015 belum bisa dicairkan.

APBD sebesar Rp73,08 triliun
yangsudahdiparipurnakanpada
27 Januari lalu kini tersandera
oleh konflik antara DPRD dan
Pemprov DKI. Ahok juga mene-
gaskantidakakanmenggunakan
APBD jika Dewan masih meng-
utak-atik programkegiatan yang
sudahmasuk sisteme-hudgeting.
"Tanpa APBD, saya yakin kita
bisa,” kata mantan bupati Beli-
tung Timuritukemarin.
Buktinya perusahaan swas-
ta menyumbang Pemprov DKI

sebesar Rp7 miliar pada Rabu
| tanpa APBD. Sudahlah tunggu

(18/2) yang akan digunakan
untuk mengatasi banjir. "Uang
itu langsung dibelikan barang
berupa genset. Kalau uang tu-
“nai kami sudah repot, belum
masalah APBD. Jadikamimen-

ding langsung dapat barang- -

nya, nanti BPKD akan catat ka-
lau barang itu aset pemprov,”
ungkap Ahok.

Menurut dia, pembehan
genset sangat penting untuk
mendukungsekitar450stasiun

pompa milik Pemprov DKI, De-

ngan begitu, jika sewaktu-wak-
tuPLN memutuskan aliran lis-
trikkarenabanjir, seluruh pom-
pa bisa tetap bekerja dengan
bantuangenset.

Bukti Ahok mengandalkan
sumbanganswastaterlihatjuga
darihibah10unitbuspada Juni
mendatang. Itu memperjelas
Ahok berusaha keras mem-
bangun Jakarta tanpa APBD.
Saatini proses pencairan APBD
menunggu hasil dari tim super-

| visiKementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) yang tengah me-
- nyelaraskan pandangan DPRD

- dan PemprovDKI.

Sub Bagian Humas

AnggotaKomisiDDPRDDKI
Jakarta Prabowo Soenirman
menegaskan, Jakarta tidak akan

mampu membangun tanpa .

APBD. Bila seluruh perusahaan
swasta disuruh menyumbang
pun, nilainya tidak akan men-
capaiRp73,08triliun.Sementara
jika menggunakan sisa lebih
penggunaan anggaran (silpa)
2014, Pemprov DKI juga harus
mengajukannomenklaturnyake
DPRD dandipastikan tidakakan
disetujui oleh Dewan. "Ahok
bermimpi membangun Jakarta

saja hasil hak angket yang kami
ajukan,”ucapnya.

Hak angket yang dinilai
Dewan dapatmemberhentikan
Ahok itukini sudah mendapat
80 tanda tangan anggota De-

‘wan, Sisanya sekitar 26 tanda

tangan lagi diyakini dapat di-
tandatanganibeberapaharilagi
sehingga paripurna dapat di-
lakukan pekan depan. Dalam
paripurnatersebutDewanakan
membentuk panitia angket
yang tugasnya menyelidiki ke-
salahan-kesalahan Ahok salah
satunya mengirim APBD yang
bukan hasil pengesahan 27
Januarike Kemendagri. Ahok
telah mengunci semua usulan
kegiatan program dalam e-
budgeting sebelum ada penge-
sahan. "Kalau Kemendagri me-
mediasi soal APBD, hak angket
tetap terusberjalan,” katanya.
Pengamat kebijakan publik
Universitas Indonesia Agus
Pambagio pesimistis Ahok da-
pat membangun Jakarta tanpa
APBD."Lebih baik Ahok mem-
bukatitik terangkepadamasya-
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rakat kenapa APBD tidak bisa
digunakan agar masyarakat
dapattahu snapa yangsalah dan
akanbertindak," ucapnya.

Soal polemlk antara ekse-
kutif dan legislatif, Agus me-
lihat ada yang bersikeras me-
mentingkan kepentingan go-
longan diataskepentingan ma-
syarakat. APBD tersebut sudah
disahkan oleh dua belah pihak
melalui paripurna pada 27 Ja-
nuarilalu. Seharusnya bila De-
wan tidak setuju dengan usulan
kegiatan yang menjadi kewe-
nangan eksekutif, Dewan lebih
baiklaporkan ke masyarakat.
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